PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

ca.

0 1.

bahwa untuk mendukung upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi serta menyebarkan dan
mengimplementasikan tata kelola dan budaya
antikorupsi di lingkungan Komisi Pemberantasan
Korupsi, instansi pemerintah, dan di luar instansi
pemerintah, diperlukan penugasan pegawai yang
berintegritas dan profesional;

bahwa untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas,
dan akuntabilitas pegawai yang menerima penugasan
dari dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, diperlukan
pengaturan mengenai penugasan pegawai di
lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
tentang Penugasan Pegawai di Lingkungan Komisi
Pemberantasan Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2023 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Tunjangan Khusus Pegawai bagi Pegawai di Lingkungan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 110);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang
Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi
Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai
Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 16);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

TENTANG PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disebut Komisi adalah lembaga negara dalam
rumpun  kekuasaan  eksekutif yang dalam
melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana
korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pimpinan Komisi yang selanjutnya disebut Pimpinan
adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur
sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur
sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur
sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Anggota Kepolisian adalah
pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

PNS Komisi adalah PNS yang diangkat sebagai
pegawai Komisi secara tetap oleh PPK wuntuk
menduduki jabatan di Komisi.

Penugasan adalah penugasan PNS Komisi di instansi
pemerintah atau di luar instansi pemerintah atau
penugasan PNS dan Anggota Kepolisian di Komisi
dalam jangka waktu tertentu terkait pelaksanaan
tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2

Penugasan pegawai di lingkungan Komisi mencakup:

a.

b.

Penugasan PNS Komisi di instansi pemerintah atau
di luar instansi pemerintah; dan
Penugasan PNS dan Anggota Kepolisian di Komisi.

Pasal 3

Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dilaksanakan secara:

a.

b.

profesional, yaitu Penugasan dilaksanakan sesuai
kompetensi yang dimiliki pegawai;

objektif, yaitu proses Penugasan dilaksanakan
berdasarkan persyaratan dan kompetensi yang
dibutuhkan;

prosedural, yaitu Penugasan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan



berdasarkan permintaan dan ketetapan Penugasan
dari Komisi atau instansi induk;

d. selektif, yaitu Penugasan dilaksanakan secara
selektif sesuai prioritas dan kebutuhan; dan

e. sinergis, yaitu proses Penugasan dilaksanakan
melalui koordinasi antara Komisi dan instansi
pemerintah atau instansi di luar pemerintah sesuai
kebutuhan permintaan Penugasan.

BAB II
PENUGASAN PNS KOMISI DI INSTANSI PEMERINTAH
ATAU DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Dasar Penugasan

Pasal 4
Penugasan PNS Komisi dilakukan berdasarkan:
a. permintaan dari instansi yang membutuhkan; atau
b. Penugasan dari Komisi.

Bagian Kedua
Syarat Penugasan

Pasal 5
(1) Penugasan PNS Komisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 harus memenuhi:

a. syarat umum;

b. syarat khusus; dan

c. syarat administrasi.

(2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. berkepribadian dan berkelakuan baik;

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
dan

d. memiliki loyalitas pada Komisi.

(3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu
sesuai kebutuhan jabatan;

b. memiliki penilaian kinerja paling rendah sesuai
ekspektasi atau baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

c. memenuhi persyaratan jabatan yang akan
diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. dibutuhkan oleh instansi yang mengajukan
permintaan Penugasan;

e. memiliki masa kerja sebagai pegawai Komisi
paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau
menduduki pangkat paling rendah Penata
(I11/ 0);



(4)

()

(1)

(2)

f. tidak sedang menjadi terperiksa dalam
pemeriksaan  pelanggaran etik dan/atau
disiplin;

g. tidak sedang menjalani atau tidak pernah
dijatuhi hukuman atas pelanggaran etik
dan/atau disiplin; dan

h. tidak terdapat benturan kepentingan di instansi
yang membutuhkan atau yang akan dituju
dalam Penugasan.

Bentuk-bentuk benturan kepentingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf h merujuk pada

ketentuan tentang benturan kepentingan yang
berlaku di Komisi.

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:

a. surat permintaan dari instansi yang
membutuhkan, surat tugas mengikuti seleksi
terbuka dari PPK Komisi, atau permohonan dari
PNS Komisi yang Dbersangkutan untuk
mengikuti seleksi terbuka kepada PPK Komisi
melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

b. surat pernyataan kesediaan melaksanakan

Penugasan;

daftar riwayat hidup;

surat keterangan sehat;

e. catatan disiplin, kode etik, dan kode perilaku
PNS Komisi;

f.  surat rekomendasi dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi;

g. surat persetujuan PPK Komisi berdasarkan
pertimbangan atasan langsung secara
berjenjang; dan

h. syarat lain sesuai permintaan instansi yang
membutuhkan.

a0

Bagian Ketiga
Tata Cara Penugasan

Pasal 6

Penugasan PNS Komisi berdasarkan permintaan dari
instansi yang membutuhkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan cara
instansi yang membutuhkan Penugasan
menyampaikan permintaan Penugasan kepada PPK
Komisi.

Dalam hal instansi yang membutuhkan penugasan
PNS Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan instansi pemerintah, permintaan
penugasan kepada PPK Komisi disampaikan setelah
instansi  tersebut mendapatkan rekomendasi
penetapan jenis jabatan yang dapat diisi melalui
Penugasan PNS dari menteri yang menyelenggarakan



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Penyampaian permintaan Penugasan kepada PPK

Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilengkapi dengan keterangan jenis jabatan dan

syarat jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya
yang diperlukan dalam Penugasan.

Berdasarkan permintaan Penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Biro Sumber Daya Manusia

melakukan:

a. analisis permintaan dan identifikasi PNS Komisi
yang memenuhi persyaratan dan kompetensi
yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan
beban kerja pada unit kerja induk PNS Komisi
yang bersangkutan;

b. seleksi internal dalam hal diperlukan;

c. penyiapan data dan kelengkapan administrasi
PNS Komisi yang akan melakukan Penugasan;
dan

d. penyusunan rekomendasi kepada PPK Komisi.

Biro Sumber Daya Manusia menyampaikan hasil

analisis permintaan dan identifikasi PNS Komisi,

hasil seleksi internal dalam hal dilaksanakan, data
dan kelengkapan administrasi PNS Komisi yang akan
melakukan Penugasan, serta rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPK

Komisi untuk mendapatkan keputusan.

Keputusan PPK Komisi menyetujui atau tidak

menyetujui Penugasan PNS Komisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persetujuan

Pimpinan.

PPK Komisi menyampaikan keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) kepada instansi yang

mengajukan permintaan Penugasan.

Pasal 7
Penugasan PNS Komisi yang dilakukan berdasarkan
Penugasan dari Komisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan cara PPK
Komisi mengusulkan PNS Komisi untuk mengikuti:
a. seleksi terbuka; atau
b. Penugasan khusus,
pada jabatan tertentu di instansi pemerintah atau di
luar instansi pemerintah.
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8
Penugasan PNS Komisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ditetapkan dalam keputusan
Penugasan yang ditandatangani oleh PPK Komisi
setelah mendapatkan rekomendasi menteri yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi dan pertimbangan teknis dari instansi
pemerintah yang membidangi kepegawaian negara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain menetapkan Penugasan, keputusan
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
menetapkan:

a. pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi,
administrator, atau fungsional bagi PNS Komisi
yang melaksanakan Penugasan lebih dari 6
(enam) bulan;

b. penempatan PNS Komisi yang melaksanakan
Penugasan untuk pertama kalinya pada bidang
atau unit kerja di instansi yang menerima
Penugasan.

(3) Ketentuan pemberhentian dari jabatan fungsional
bagi PNS Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a tidak berlaku dalam hal PNS Komisi yang

bersangkutan melaksanakan Penugasan pada

jabatan fungsional yang sama dengan jabatan
semula di instansi pemerintah.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) berlaku untuk setiap keputusan Penugasan atau

perpanjangan Penugasan dari PPK Komisi.

Pasal 9

PNS Komisi yang telah selesai melaksanakan Penugasan
di instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah
lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf a diangkat ke dalam jabatan
pimpinan tinggi, administrator, atau fungsional yang
paling rendah setara dengan jabatan semula di Komisi
dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi jabatan
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
(1) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dikecualikan
dalam hal PNS Komisi melaksanakan Penugasan
sebagai penjabat kepala daerah.
(2) Penugasan PNS Komisi sebagai penjabat kepala
daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUGASAN PNS DAN ANGGOTA KEPOLISIAN DI
KOMISI

Bagian Kesatu
Jenis atau Bidang Tugas Jabatan

Pasal 11
(1) Jika dibutuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan internal Komisi, Komisi dapat



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

mengajukan permintaan Penugasan PNS dan
Anggota Kepolisian sesuai dengan jenis atau bidang
tugas jabatan.

Jenis atau bidang tugas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan
Penugasan disusun oleh PPK Komisi.

Jenis atau bidang tugas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPK Komisi
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara untuk ditetapkan.

Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. jabatan pimpinan tinggi;

b. jabatan administrasi; dan

c. jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Syarat Penugasan

Pasal 12

Syarat Penugasan PNS Komisi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 berlaku mutatis
mutandis untuk syarat Penugasan PNS dan Anggota
Kepolisian di Komisi kecuali ketentuan:

a. Pasal 5 ayat (5) huruf a, bagi PNS dan Anggota

Kepolisian; dan

b. Pasal 5 ayat (5) huruf f, bagi Anggota Kepolisian.
PPK Komisi dapat menetapkan syarat tambahan
selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penugasan

Pasal 13

Penugasan PNS dan Anggota Kepolisian
dilaksanakan dengan mekanisme seleksi oleh
Komisi.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengukur pemenuhan persyaratan
kompetensi yang ditetapkan oleh Komisi.

Mekanisme dan tahapan seleksi ditetapkan oleh PPK
Komisi.

Pasal 14

PPK Komisi berwenang menetapkan pengangkatan
PNS dan Anggota Kepolisian yang memenuhi
persyaratan dan lulus seleksi Penugasan pada
jabatan di Komisi berdasarkan persetujuan
Pimpinan.

PPK Komisi berwenang menetapkan pengangkatan
dan pemindahan PNS dan Anggota Kepolisian yang
melaksanakan Penugasan pada jabatan di Komisi
berdasarkan persetujuan Pimpinan dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IV
JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 15

Penugasan PNS Komisi di instansi pemerintah atau

di luar instansi pemerintah serta Penugasan PNS dan

Anggota Kepolisian di Komisi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lama 5 (lima)

tahun.

Jangka waktu Penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan

persetujuan:

a. PPK Komisi dan PPK atau pejabat yang setara di
instansi penerima Penugasan, bagi Penugasan
PNS Komisi di instansi pemerintah atau di luar
instansi pemerintah; atau

b. PPK Komisi dan PPK atau pejabat yang setara di
instansi induk, bagi Penugasan PNS dan
Anggota Kepolisian di Komisi.

Dalam hal tidak terdapat persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), perpanjangan Penugasan

tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 16

Perpanjangan jangka waktu Penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bagi PNS dan
Anggota Kepolisian yang melaksanakan Penugasan di
Komisi dilakukan dengan menyampaikan
permintaan dari PPK Komisi kepada PPK atau pejabat
yang setara pada instansi induk paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum masa Penugasan berakhir.
Perpanjangan jangka waktu Penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan
terakhir yang diduduki.

BAB V
PENGAKHIRAN PENUGASAN

Pasal 17

PNS Komisi yang melaksanakan Penugasan di instansi
pemerintah atau di luar instansi pemerintah serta PNS
dan Anggota Kepolisian yang melaksanakan Penugasan di
Komisi berakhir Penugasannya apabila:

pao o

telah berakhir masa Penugasan;

mengundurkan diri;

mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia;
Komisi/instansi penerima Penugasan
mengembalikan pegawai yang bersangkutan sebelum
berakhirnya masa Penugasan;

Komisi/instansi induk menarik pegawai yang
bersangkutan untuk kepentingan organisasi atau
terdapat kebutuhan kompetensi pegawai yang
bersifat mendesak pada Komisi/instansi induk,
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setelah dilakukan koordinasi antara PPK Komisi dan
PPK atau pejabat yang setara di instansi induk;

f.  telah dijatuhi hukuman etik/disiplin sedang atau
berat sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

g. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
atau

h. tidak mencapai target kinerja paling kurang bernilai
sesuai ekspektasi atau baik dalam jangka waktu 1
(satu) tahun.

Pasal 18

(1) PNS atau Anggota Kepolisian yang mengakhiri
Penugasan dengan mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memperoleh
persetujuan PPK Komisi yang didasarkan pada
persetujuan Pimpinan.

(2) Dalam hal Komisi mengembalikan PNS dan Anggota
Kepolisian ke instansi induk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf d, Komisi melaksanakan
koordinasi dengan instansi induk.

Pasal 19

(1) PNS dan Anggota Kepolisian yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran kode etik
dan kode perilaku Komisi atau sedang menjadi
terperiksa dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin
dan/atau pelanggaran kode etik dan kode perilaku
Komisi tidak dapat mengundurkan diri dari Komisi
atau dikembalikan /ditarik ke instansi induk.

(2) PNS dan Anggota Kepolisian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dikembalikan atau ditarik
ke instansi induk setelah terdapat putusan yang
bersifat final dan mengikat.

Pasal 20
PPK Komisi menetapkan keputusan pengakhiran
Penugasan PNS dan Anggota Kepolisian di Komisi yang
berakhir Penugasannya dikarenakan kondisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 21
PNS dan Anggota Kepolisian yang telah berakhir masa
Penugasannya di Komisi dapat diusulkan untuk
pembinaan karier pegawai yang bersangkutan kepada
instansi induk oleh Komisi.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEGAWAI
YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN

Pasal 22
(1) PNS Komisi yang melaksanakan Penugasan di
instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah
serta PNS dan Anggota Kepolisian yang
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melaksanakan Penugasan di Komisi mendapatkan

hak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) PNS Komisi yang melaksanakan Penugasan di
instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah
memperoleh:

a. gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji
pokok, tunjangan khusus, dan dalam hal
berlaku, hak-hak lain yang diterima sebagai PNS
Komisi, yang dibayarkan oleh Komisi;

b. hak-hak lain yang melekat pada jabatan di
instansi yang menerima Penugasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang dibayarkan oleh instansi yang
menerima Penugasan; dan

c. dalam hal PNS Komisi yang melaksanakan
Penugasan di instansi pemerintah atau di luar
instansi pemerintah memperoleh:

1. tunjangan kinerja lebih kecil dari
tunjangan kinerja pada jabatan semula di
Komisi, PNS Komisi tersebut diberikan
tunjangan kinerja sebesar tunjangan
kinerja yang diterima pada jabatan semula
di Komisi, yang dibayarkan oleh Komisi;

2. tunjangan kinerja lebih besar dari
tunjangan kinerja pada jabatan semula di
Komisi, PNS Komisi tersebut diberikan
tunjangan kinerja oleh instansi yang
menerima Penugasan.

(3) PNS dan Anggota Kepolisian yang melaksanakan
Penugasan di Komisi memperoleh:

a. gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji
pokok, yang dibayarkan oleh instansi induknya;
dan

b. tunjangan kinerja, tunjangan khusus, dan
dalam hal berlaku, hak-hak lain yang melekat
pada jabatan di Komisi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang
dibayarkan oleh Komisi.

Pasal 23
PNS Komisi yang melaksanakan Penugasan di instansi
pemerintah atau di luar instansi pemerintah serta PNS
dan Anggota Kepolisian yang melaksanakan Penugasan di
Komisi wajib mematuhi kode etik dan kode perilaku
Komisi.

Pasal 24
PNS Komisi dilarang melaksanakan Penugasan sebagai
komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan,
pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi
lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan
jabatan tersebut.
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Pasal 25
Komisi dapat melakukan pengembangan kompetensi PNS
dan Anggota Kepolisian yang melaksanakan Penugasan di
Komisi.

BAB VII
LAPORAN KINERJA

Pasal 26
PNS Komisi yang melaksanakan Penugasan di instansi
pemerintah atau di luar instansi pemerintah serta PNS
dan Anggota Kepolisian yang melaksanakan Penugasan di
Komisi wajib membuat laporan kinerja secara periodik
dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, sesuai dengan
ketentuan peraturan manajemen kinerja Komisi.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

a. kinerja PNS Komisi yang melaksanakan
Penugasan di instansi pemerintah atau di luar
instansi pemerintah serta PNS dan Anggota
Kepolisian yang melaksanakan Penugasan di
Komisi; dan

b. program pelaksanaan Penugasan PNS Komisi di
instansi pemerintah atau di luar instansi
pemerintah serta Penugasan PNS dan Anggota
Kepolisian di Komisi.

(2) Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja PNS
Komisi yang melaksanakan Penugasan di instansi
pemerintah atau di luar instansi pemerintah serta
PNS dan Anggota Kepolisian yang melaksanakan
Penugasan di Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya
Manusia bekerja sama dengan atasan langsung
sesuai dengan ketentuan peraturan manajemen
kinerja Komisi.

(3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program Penugasan PNS Komisi di instansi
pemerintah atau di luar instansi pemerintah serta
Penugasan PNS dan Anggota Kepolisian di Komisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

%

N

Balai
Sertifikasi
Elektronik

SETYO BUDIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
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DHAHANA PUTRA
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